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Abstrack 

This study aims to analyze the comparative regulation of adultery crimes between the old Criminal Code 
(Article 284) and the new Criminal Code (Article 411 of Law No. 1 of 2023), and examine its legal 
implications. The method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. 
The results of the study show that the old Criminal Code only regulates adultery committed by married 
parties and is a limited complaint offense. Meanwhile, the new Criminal Code expands the definition of 
adultery to include all sexual relations outside of marriage, whether committed by people who are 
married or not, and is an absolute complaint offense. This change reflects a shift in social values and 
efforts to reform national law. Therefore, it is recommended that law enforcement officers do not show 
favoritism in handling this case so that the legal regulations can be imposed in accordance with 
applicable legal regulations, and the makers of the legislature or the Constitution are expected to be 
more specific about the values of norms that live in society and perpetrators of adultery are expected to 
understand that these actions are not only contrary to legal norms but also religious and social norms 
for which their actions are accountable. 

Keyword : Comparative law, crime of adultery, old Criminal Code, new Criminal Code 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana perzinahan 
antara KUHP lama (Pasal 284) dan KUHP baru (Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023), serta menelaah 
implikasi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama hanya 
mengatur perzinahan yang dilakukan oleh pihak yang telah menikah dan bersifat delik aduan 
terbatas. Sementara KUHP baru memperluas definisi perzinahan meliputi seluruh hubungan seksual 
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di luar perkawinan, baik dilakukan oleh orang yang sudah maupun belum menikah, serta bersifat 
delik aduan absolut. Perubahan ini mencerminkan pergeseran nilai sosial dan upaya pembaharuan 
hukum nasional. Oleh karena itu, disarankan kepada aparat penegakan hukum supaya dalam 
penanganan kasus ini tidak pilih kasih sehingga aturan hukum itu bisa dijatuhkan sesuai dengan 
aturan hukum yang berlaku, dan pembuat pihak legislatif atau UUD diharapkan lebih spesifik nilai-
nilai norma yang hidup dalam masyarakat dan pelaku perzinahan diharapkan memahami bahwa 
perbuatan tersebut bukan hanya bertentangan norma hukum tetapi juga norma agama dan sosial 
dimana perbuatannya ditanggung jawabannya. 

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Tindak Pidana Zina, KUHP Lama, KUHP Baru 

 

1. PENDAHULUAN 
Menurut R. Soesilo, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pria atau 

wanita yang telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan pria atau 

wanita lain yang bukan merupakan pasangan sahnya. Perzinahan ini dilakukan atas 

dasar suka sama suka antar pelaku tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.1 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Hukum 

memiliki kedudukan yang penting sehingga segala sesuatu haruslah berdasarkan 

dengan hukum. Meskipun kehidupan telah dibentengi dengan hukum, tetapi pada 

dewasa ini telah terjadi perubahan konstruksi tata nilai sosial budaya yang ada di 

masyarakat. Perzinaan biasa dikenal dengan istilah kumpul kebo.2 Perzinahan 

dalam KUHP Lama dipandang tercela jika hal tersebut dilakukan dalam suatu 

pernikahan. Perihal pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang 

telah terikat perkawinan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan merupakan 

istri atau suaminya.3 

Di Indonesia, saat ini sudah banyak terjadi kasus perzinaan terutama di 

kalangan remaja. Perzinahan merupakan perbuatan persetubuhan antara laki-laki 

 

1 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta 
KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 2006, hlm. 209. 

2 Eko Sugiyanto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak 
Pidana Perzinaan, Diponegoro Law Journal, 2016, hlm.2.,Vol.5. 

3 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta KomentarKomentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 2013, hlm 315. 
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dan perempuan yang tidak disertai dengan ikatan pernikahan. Perzinahan itu 

mempunyai problematika serius yang dihadapi bagi umat manusia. Perzinahan 

sendiri dalam KUHP Lama diatur oleh pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Hukum pidana positif memandang pengertian zina dalam pasal 284 ayat (1) 

KUHP lama. 

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang 

telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Alat 

bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya perbuatan zina ini seperti alatalat 

bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP lama.4 Yaitu keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun mengenai 

perzinahan diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu 

berbunyi: 

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan seorang pria yang telah 

kawin yang melakukan gendak (perzinahan ) sedang diketehuai bahwa pasal 27 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya, Seorang wanita yang telah 

kawin yang melakukan gendak (perzinahan), Seorang wanita yang turut melakukan 

perzinahan tersebut sedang diketahuai bahwa pria itu bersuami dan bahwa pasal 

27 Kitab UndangUndang Hukum Perdata berlaku baginya” 

Salah satu norma, kaidah serta nilai-nilai agama yang menjadi batasan 

masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah mengenai 

perbuatan zina. Pada tataran implementasinya di Indonesia zina merupakan 

perbuatan yang termasuk dalam konotasi negatif atau dilarang hal ini tersebut 

disebabkan karena segala dampak yang ditimbulkannya pandangan mengenai 

perbuatan zina bisa bervariasi tergantung pada budaya,agama,dan hukum yang 

berlaku di suatu Masyarakat.5 

 

4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
5 Sahran Hadziq, Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif 

Living Law, Jurnal lex Renaissance, 2019, hlm.26,Vol.4 No.1 
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Masyarakat atau agama yang ada khusunya di Indonesia melihat zina sebagai 

pelanggaran serius terhadap norma agama, kesusilaan, kesopanan, serta norma 

hukum. Banyak agama mengajarkan bahwa perbuatan zina adalah dosa atau 

pelanggaran terhadap ajaran agama tersebut. Dalam islam zina dianggap sebagai 

salah satu dosa besar dan dilarang dalam Al-Quran, zina juga dianggap sebagai 

pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Agama-agama lain juga memiliki pandangan 

serupa terhadap zina sebagai pelanggaran moral. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peraturan 

perundangundangan yang mengatur perbuatan pidana di Indonesia. Yang pertama 

KUHP disahkan pada 1915 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918, pada masa 

kolonial belanda di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia banyak dilakukan 

perubahan dan pembaruan terhadap Undang-Undang yang masih mengandung 

aspek hukum kolonial belanda beberapa pasal yang tidak lagi relevan atau 

memerlukan penyesuain dengan konteks dan nilai-nilai baru di Indonesia direvisi 

atau diganti. 

RKUHP yang dirancang oleh DPR kini menjadi ujung dari upaya pemerintah 

guna membentuk hukum pidana nasional Indonesia, dimana saat ini rancangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP ) tersebut telah mendapat 

persetujuan oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 6 Desember 2022, dan 

kemudian menjadi Undang-Undang dengan nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 

yang ditetapkan oleh Presiden pada 2 Januari 2023. Undang-Undang ini akan 

mengalami masa transisi selama 3 tahun ke depan sejak disahkan sebagai hukum 

pidana nasional. Masa transisi ini merupakan priode yang penting untuk 

mempersiapkan implementasi dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam 

KUHP baru selama priode ini pemerintah dan intansi terkait akan melakukan 

berbagai upaya agar KUHP baru dapat berlaku secara efektif.6 

 

6 Ferinda K Fachri, 2023, “Upaya Pemerintah Pasca Pengesahan KUHP Baru”, 
https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-pemerintah-pasca-pengesahan-kuhp-
barult63f7ab08ebc31/?page=all, diakses tanggal 27 Agustus 2023, pkl. 18.30. 
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Salah satu yang menjadi objek reformasi dari KUHP baru tersebut yaitu 

mengenai pengaturan tindak pidana perzinahan. Tindak pidana perzinahan, 

kohabitasi, dan perkosaan memang termasuk dalam isu-isu yang sering kali menuai 

pro dan kontra di masyarakat karena berkaitan dengan nilai-nilai moral, budaya, dan 

hak-hak individu.7 Terdapat pendapat yang mengemukakan bahwa definisi 

perzinahan dalam KUHP yang baru terlalu mendalam ke urusan pribadi masyarakat 

Indonesia kini mencerminkan sebuah perdebatan yang umum terjadi dalam konteks 

hukum pidana. Isu ini melibatkan keseimbangan antara hak-hak individu, nilai-nilai 

moral, dan kewenangan negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. 

Berbeda dengan rumusan tindak pidana perzinahan yang termuat dalam KUHP lama 

yang dimana memiliki sifat yang lebih sempit dalam merumuskan tindak pidana 

perzinahan.  

Di sisi lain, argumentasi yang mendukung pengaturan tindak pidana 

perzinahan dalam KUHP baru, baik dalam bagian tersendiri maupun sebagai bagian 

dari bab mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, didasarkan pada pandangan 

bahwa mengatur perzinahan yang lebih ketat dalam hukum pidana merupakan 

upaya untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai keluarga dan norma sosial yang 

diyakini penting bagi stabilitas masyarakat. Pengaturan tindak pidana perzinahan 

dalam hukum pidana juga dapat berfungsi sebagai faktor penghambat (deterrence) 

untuk mencegah perilaku-perilaku tertentu yang dianggap merugikan Masyarakat.8 

Namun dalam ketentuan KUHP Lama tindak pidana zina dikonstribusikan 

sebagai perbuatan suami istri diluar nikah yang dilakukan oleh dengan seseorang 

yang terikat hubungan suami istri dengan orang lain, sehingga seseorang yang 

melakukan suami istri dengan orang lain dalam keadaan dia tidak terikat 

 

7 Rofiq Hidayat, 2022, “Mengulas Reformulasi Delik Perzinahan dan Kohabitasi 
dalam KUHP Baru”, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-reformulasi-
delik-perzinahandan-kohabitasi-dalam-kuhp-baru-lt63985b4e67b90/, diakses tanggal 27 
Agustus 2023, pkl.19.16 

8 Anonym, 2016, “Ahli: Pasal “Zina” dalam KUHP Sudah Tidak Relevan” 
ttps://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13228, diakses tanggal 27 Agustus 
2023, pkl.19.37. 
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pernikahan dengan orang lain maka ini tidak termasuk tindak pidana perzinahan 

KUHP lama. Berdasarkan penelitian sebelumnya: 

No. Penulis dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Terdahulu 

Fokus Dan 

Temuan 

 Utama 

Keterbatasan/Gap 

dalam Penelitian 

Terdahulu 

Rencana 

Penelitian Baru 

Kebaruan 

(Novelty) 

Yang 

Ditawarkan 

1. Tamarsah 

tahun 

20229 

Implementasi 

Peraturan 

Menteri 

Pendidikan 

kebudayaan 

Riset Dan 

Teknologi 

nomor30 

Tahun 2021 

tentang 

Pencegahan 

Dan 

Penanganan 

kekerasan 

Seksual Di 

Lingkungan 

Perguruan 

Tinggi (Studi 

Penelitian Di 

Fokus dan 

tujuan 

penelitian ini 

adalah 

mengetahui 

dan 

menganalisis 

ketentuan 

hukum 

terhadap 

jarimah zina 

dan jarimah 

khalwat 

menurut 

hukum Islam 

dan qanun 

Aceh nomor 6 

tahun 2014 

tentang hukum 

Pertimbangan Hakim 

dalam menjatuhkan 

putusan nomor 

19/JN/2020/MS. 

Tkn terdapat 

kekeliruan karena 

Majelis Hakim tidak 

menerapkan 

mekanisme yang 

diatur dalam Pasal 

37 ayat (1) Qanun 

Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Hukum 

Jinayat. 

Untuk 

mengetahui 

dan 

menjelaskan 

perbandingan 

pengaturan 

tindak pidana 

perzinahan 

dalam KUHP 

lama dan KUHP 

baru dan 

perbandingan 

impilikasi 

terhadap 

tindak pidana 

perzinahan 

dalam KUHP 

lama dan KUHP 

baru. 

Penelitian 

sebelumnya 

menganalisis 

putusan yang 

pertimbangan 

hakim tidak 

sesuai dengan 

penerapan 

mekanisme 

yang diatur 

dalam Pasal 

37 ayat (1) 

Qanun Aceh 

Nomor 6 

Tahun 2014 

tentang 

Hukum 

Jinayat 

sedangkan 

 

9 Tamarsah, T., Faisal, F., & Hamdani, H. (2022). Analisis Putusan Mahkamah Syariah 
Takengon Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 
2014 Hukum Jinayat. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 10(2), 524-
548. https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/9161  
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Universitas 

Malikussaleh) 

jinayat, 

penerapan 

hukum pada 

putusan 

perkara nomor 

19/JN/2020/M

S/Takengon, 

dan 

pertimbangan 

hakim dalam 

menjatuhkan 

putusan 

perkara nomor 

19/JN/2020/M

s/Takengon. 

 penelitian 

yang akan 

diteliti 

membahas 

akan zina 

berdasarkan 

KUHP baru 

dengan KUHP 

yang lama.   

2. Al Hafiz 

tahun 

202410 

Implementasi 

Peraturan 

Menteri 

Pendidikan 

kebudayaan 

Riset Dan 

Teknologi 

nomor30 

Tahun 2021 

tentang 

Pencegahan 

Fokus dan 

tujuan 

penelitian ini 

adalah 

Implementasi 

Peraturan 

Menteri 

Pendidikan, 

Kebudayaan, 

Riset dan 

Teknologi 

Pastikan ada Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) 

mekanisme 

pendampingan yang 

efektif untuk 

membantu korban 

selama proses 

pengaduan dan 

pemulihan. Bekerja 

sama dengan 

Untuk 

mengetahui 

dan 

menjelaskan 

perbandingan 

pengaturan 

tindak pidana 

perzinahan 

dalam KUHP 

lama dan KUHP 

baru dan 

Penelitian 

sebelumnya 

ruang lingkup 

yang diteliti 

tidak terlalu 

luas hanya di 

lingkungan 

perguruan 

tinggi 

sementara 

penelitian 

 

               10 Hafis, A., Yusrizal, Y., & Arnita, A. (2024). Implementasi Peraturan Menteri 
Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan 
Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Penelitian Di 
Universitas Malikussaleh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 
Malikussaleh, 7(3). https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.15535 
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Dan 

Penanganan 

kekerasan 

Seksual Di 

Lingkungan 

Perguruan 

Tinggi (Studi 

Penelitian Di 

Universitas 

Malikussaleh) 

Nomor 30 

Tahun 2021 

tentang 

Pencegahan 

dan 

Penanganan 

Kekerasan 

seksual di 

Universitas 

Malikussaleh, 

yaitu dilakukan 

pembentukan 

Satgas PPKS 

Unimal dan 

melakukan 

sosialisasi, 

edukasi serta 

pengenalan 

PPKS, namun 

Pencegahan 

dan 

Penanganan 

berdasarkan 

peraturan 

tersebut PPKS 

Unimal tidak 

melakukan 

kebijakan 

pembatasan 

pertemuan 

penyedia layanan 

kesehatan, psikolog, 

dan lembaga 

pendukung korban 

kekerasan seksual 

yang akan 

membantu 

memberikan 

dukungan yang 

komprehensif. kasus 

tersebut lebih privat 

dan tidak di publik 

oleh Satgas PPKS 

karena sesuai 

dengan Pasal 35 ayat 

(1), ayat (2) dan ayat 

(3) mengenai kode 

etik atau menjunjung 

tinggi kode etik 

Anggota Satuan 

Tugas (Satgas) 

membuat peneliti 

kerterbatasan dalam 

mengumpulkan data.  

perbandingan 

impilikasi 

terhadap 

tindak pidana 

perzinahan 

dalam KUHP 

lama dan KUHP 

baru. 

 

akan diteliti 

ruang 

lingkupnya 

luas dan 

dipastikan 

perbandingan 

hukum yang 

akan dibahas 

lebih luas 

karena 

berdasarkan 

KUHP lama 

dan KUHP 

baru. 
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antara 

mahasiswa dan 

dosen diluar 

jam 

perkuliahan 

berdasarkan 

observasi di 

lapangan, oleh 

karena itu 

seharus nya 

PPKS unimal 

menerapkan 

Kebijakan 

tersebut agar 

dapat 

mencegah 

terjadinya 

kekerasan 

seksual, agar 

Pencegahan 

dan 

Penanganan ini 

dapat berjalan 

dengan efektif.  

3.  Muhamma

d Dandy 

Kewenangan 

Wilayatul 

Hisbah Dalam 

Melakukan 

Pencegahan 

Ikhtilath di 

Fokus dan 

tujuan 

penelitian ini 

adalah 

Wilayatul   

Hisbah (WH) di 

Pelaku pelanggaran 

tidak dihukum 

cambuk, melainkan 

dibina di dayah Balai 

Rehabilitasi Moral 

dan Akhlak yang di 

Untuk 

mengetahui 

dan 

menjelaskan 

perbandingan 

pengaturan 

Penelitian 

sebelumnya 

lebih 

memfokuskan 

penelitian 

terkait kinerja 
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tahun 

202411 

Kota 

Lhokseumawe 

Kota   

Lhokseumawe 

dalam 

mencegah 

ikhtilath 

melibatkan 

langkah-

langkah 

strategis 

seperti patroli  

rutin di tempat 

umum, edukasi 

melalui 

ceramah dan 

sosialisasi, 

serta 

penegakan  

hukum 

terhadap   

pelanggar   

syariat Islam 

sesuai Qanun 

Jinayat Nomor 

6 Tahun   2014. 

dirikan pada 2023 

wilayatul hisbahdi 

kota lhokseumawe 

harus meningkatkan 

kapasitas sumber 

daya manusia dan 

fasilitas operasional 

melalui pelatihan 

dan anggaran yang 

lebih baik serta 

memperkuat 

kolaborasi dengan 

kepolisian dan 

lembaga adat untuk 

menciptakan sinergi 

dalam penegakan 

syariat islam. 

tindak pidana 

perzinahan 

dalam KUHP 

lama dan KUHP 

baru dan 

perbandingan 

impilikasi 

terhadap 

tindak pidana 

perzinahan 

dalam KUHP 

lama dan KUHP 

baru. 

 

WH 

Lhokseumawe 

agar lebih 

ditingkatkan 

dalam 

mencegah 

Ikhtilath 

berdsarkan 

hukum islam 

sementara 

penelitian 

yang akan 

diteliti dalam 

mengatasi 

zina 

mengunakan 

hukum publik 

KUHP lama 

dan KUHP 

baru 

4. Ricky 

Ardian 

Perbandingan 

Tindak Pidana 

hukum pidana 

Indonesia telah 

Penelitian ini hanya 

membandingkan 

Untuk 

mengetahui 

Penelitian 

sebelumnya  

 

11 Dandy, M., mukhlis, mukhlis, & Alfikri, A. (2024). Kewenangan Wilayatul Hisbah 
Dalam Melakukan Pencegahan Ikhtilath Di Kota Lhokseumawe. Jurnal Ilmiah Mahasiswa 
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7(4). 
https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18564  
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Pramufiant

o  dan 

Johny 

Krisnan 

tahun 

202312 

Pelecehan 

Seksual 

Verbal di 

KUHP Lama 

dengan KUHP 

Baru 

mencakup 

aturan terkait 

kekerasan 

seksual dalam 

beberapa 

undang-undang 

seperti KUHP 

lama, KUHP 

baru, dan UU 

TPKS, namun 

belum ada 

batasan yang 

spesifik terkait 

kekerasan 

seksual verbal. 

Sebaliknya, 

mereka hanya 

menjelaskan 

perbuatan 

cabul dan 

pemerkosaan 

sebagai 

tindakan yang 

melanggar 

kesusilaan atau 

pengaturan 

pelecehan seksual 

verbal secara 

tekstual dalam KUHP 

lama dan KUHP baru. 

Tidak dilakukan 

kajian empiris 

terhadap 

implementasi atau 

dampaknya dalam 

praktik peradilan. 

Fokus penelitian 

berada pada analisis 

yuridis normatif, 

sehingga tidak 

memuat wawancara 

atau survei untuk 

mengetahui sejauh 

mana perlindungan 

korban atau 

tantangan penegak 

hukum dalam 

menerapkan 

ketentuan baru ini. 

dan 

menjelaskan 

perbandingan 

pengaturan 

tindak pidana 

perzinahan 

dalam KUHP 

lama dan KUHP 

baru dan 

perbandingan 

impilikasi 

terhadap 

tindak pidana 

perzinahan 

dalam KUHP 

lama dan KUHP 

baru. 

 

Hanya 

membahas 

pasal 

mengenai 

pelecehan 

seksual verbal 

(penodaan 

kesusilaan 

lisan) dalam 

KUHP lama 

dan KUHP 

baru. 

Fokus 

normatif, 

tanpa kajian 

implikasi 

sosial, tanpa 

perbandingan 

dengan 

praktik 

internasional 

sedangkan 

penelitian 

yang akan 

diteliti Lebih 

relevan dan 

 

                12 Pramufianto, R. A., Krisnan, J., Basri, B., Kurniaty, Y., & Hakim, H. A. (2023). 
Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP 
Baru. Borobudur Law and Society Journal, 2(6), 271-278. 
https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/10010 

https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/
https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/10010


Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa yang Mengalami Likuidasi (Studi 
Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Pematang Siantar)  
Dita Purwati, Herinawati, Arif Rahman 
Vol. 8 No. 3, (Agustus) 2025 

 

 

 
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 

e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/  

 

tindakan lain 

yang keji 

kontekstual 

dengan 

perubahan 

sosial kasus 

perzinahan 

sering 

menjadi 

perdebatan 

publik, 

apalagi 

setelah 

disahkannya 

KUHP baru 

(terkait 

kontrol moral, 

HAM, wisata 

asing, dsb). 

Penelitian 

Anda lebih 

kontekstual 

dengan isu 

aktual.  

 

Berdasarkan latar belakang di atas beberapa hal yang menjadi permasalahan 

untuk diteliti ialah bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana 

perzinahan dalam KUHP lama dan KUHP baru dan bagaimanakah perbandingan 

impilikasi terhadap tindak pidana perzinahan dalam KUHP Lama dan KUHP baru.  

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk mengetahui dan 

menjelaskan perbandingan pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP lama 
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dan KUHP baru dan perbandingan impilikasi terhadap tindak pidana perzinahan 

dalam KUHP lama dan KUHP baru. 

2. Metode Penelitian  

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian 

hukum yuridis normatif. Yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang 

berfokus pada analisis terhadap aspek hukum yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan, serta konsep hukum sebagai kaidah atau norma yang 

mengatur perilaku manusia.13  

Metode ini berfokus pada hukum yang tertulis dan mungkin tidak selalu 

merefleksikan bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata. Penelitian hukum 

normatif memang berfokus pada analisis norma-norma yang terkandung dalam 

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif 

mengandalkan dua jenis bahan hukum yang sering disebut bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier 

sebagai pendukung dari kedua bahan hukum tersebut. 

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

A. Perbandingan Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Perzinahan Dalam 

KUHP Lama 
Perkembangan pandangan hukum terhadap perzinahan telah mengalami 

perubahan signifikan seiring berjalannya waktu dan perubahan nilai-nilai sosial. 

Berbeda dengan pandangan awal dalam hukum Romawi, Gereja Katolik dan 

kemudian hukum Belanda telah mengadopsi pandangan yang lebih seimbang antara 

pria dan wanita dalam perkara perzinahan. Dalam pandangan Gereja Katolik, 

perzinahan dianggap sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria 

maupun wanita. Pandangan ini mengakui bahwa kedua jenis kelamin memiliki 

tanggung jawab moral yang sama dalam menjaga kesetiaan dalam perkawinan. 

 

13 Amiruddin dan Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta.hlm. 118.,2012. 
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Pendekatan ini kemudian diadopsi oleh hukum Belanda, dan ketentuan 

pidana dalam KUHP Belanda mengatur perzinahan sebagai perbuatan yang 

terlarang, yang dapat diancam dengan pidana, tanpa membedakan gender. Pengaruh 

pandangan ini juga terlihat dalam KUHP Indonesia, di mana perzinahan dianggap 

sebagai salah satu delik kesusilaan. Dalam hukum Indonesia, baik pria maupun 

wanita memiliki kedudukan yang sama dalam perkara perzinahan, dan keduanya 

dapat menjadi pelapor atau mengajukan gugatan perceraian jika dianggap perlu.14 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan larangan 

terhadap zina dan perzinahan melalui beberapa pasal yang termuat dalam Buku II. 

Pasal 284 KUHP mengatur larangan zina pertama. Menurut Pasal 284 KUHP, 

tindakan zina atau mukah merujuk pada hubungan seksual di luar perkawinan yang 

dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, di mana keduanya atau salah 

satunya masih memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain. Persetubuhan, seperti 

yang dijelaskan oleh R. Soesilo, adalah peraduan antara organ genital pria dan 

wanita yang dapat menghasilkan anak atau keturunan.15 

Penekanan pada ikatan perkawinan dalam larangan zina sangat penting, 

karena dalam Pasal 27 Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-undang Perdata Belanda) 

diatur bahwa "dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan 

memiliki satu perempuan sebagai istrinya, begitu pula seorang perempuan hanya 

diperbolehkan memiliki satu laki-laki sebagai suaminya." Dengan demikian, sistem 

hukum Indonesia pada umumnya menganut prinsip monogami mutlak bagi warga 

negara yang agamanya mengakui prinsip ini, sementara bagi warga negara yang 

beragama Islam, prinsip monogami bersifat terbuka. 

Dengan kata lain, aturan ini menegaskan bahwa dalam masyarakat yang 

menganut prinsip monogami mutlak, seseorang hanya boleh memiliki satu 

 

14 Lamintang, Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar 
Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 89-91. 

15 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1980, hlm. 181. 
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pasangan sah dalam perkawinan pada satu waktu tertentu. Namun, dalam konteks 

islam, yang membolehkan poligami (kemungkinan memiliki lebih dari satu istri), 

prinsip monogami bersifat terbuka, artinya seseorang bisa memiliki lebih dari satu 

istri selama mematuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam agama islam 

dan hukum islam. 

Kitab Undang-undang hukum pidana menetapkan larangan terhadapa 

hubungan seksual yang dapat dianggap sebagai tindak pidana zina, yang dilakukan 

oleh idividu yang masih memiliki ikatan perkawinan, ini dapat mencakup satu atau 

kedua pelaku zina. Namun, KUHP juga memiliki ketentuan lain yang mengatur 

perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana zina yang di atur dalam pasal 

286 dan 287. 

Pasal 286 KUHP mengatur tentang perzinahan yang dilakukan oleh 

seseorang yang tidak memiliki ikatan perkawinan, sehingga menunjukkan bahwa 

zina tidak hanya terbatas pada individu yang sudah menikah. Sementara itu, Pasal 

287 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul, yang juga dapat dikategorikan 

sebagai tindak pidana zina dalam konteks tertentu. 

Pernyataan yang disampaikan oleh Neng Djubaedah menyatakan bahwa 

perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dianggap sebagai 

perbuatan pidana adalah:16 

1. Persetubuhan diluar perkawinan yang melibatkan seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang keduanya atau salah satu dari mereka masih 

berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. 

2. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan. 

3. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seseorang lakilaki 

terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya 

 

16 Ibid., hlm. 67. 

https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/


Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa yang Mengalami Likuidasi (Studi 
Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Pematang Siantar)  
Dita Purwati, Herinawati, Arif Rahman 
Vol. 8 No. 3, (Agustus) 2025 

 

 

 
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 

e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/  

 

4. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

terhadap perempuan yang diketauinya atau seharusnya harus diduga belum 

bisa 15 tahun. 

5. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seseorang lakilaki 

terhadap perempuan yang diketahuinya atau seharusnya harus di duga 

belum waktunya untuk dinikahi. 

Ketentuan ini mengatur berbagai situasi di mana perbuatan persetubuhan di 

luar perkawinan dapat dianggap sebagai tindak pidana sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi individu yang rentan 

dan memastikan bahwa norma-norma sosial dan hukum terjaga dalam hal 

hubungan seksual di Masyarakat. 

Delik perzinahan (overspel) diatur dalam Pasal 284 KUHP lama (Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana) dan dapat dikategorikan sebagai salah satu 

kejahatan terhadap kesusilaan. KUHP Indonesia mengatur berbagai tindak pidana 

dan pelanggaran yang berkaitan dengan masalah kesusilaan dalam dua bab yang 

berbeda. Dalam bab XIV buku II KUHP yang berisi ketentuan tentang tindak pidana 

terhadap kesusilaan, seperti perzinahan (overspel), pencabulan, dan berbagai 

tindak pidana seksual lainnya. Tindak pidana dalam bab ini cenderung memiliki 

sanksi yang lebih serius dan dapat mengakibatkan hukuman penjara.17 

Adapun daftar perbuatan yang termasuk dalam kelompok kejahatan 

kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Berikut 

adalah daftar perbuatan tersebut beserta pasal-pasal yang mengaturnya: 

1. Perbuatan yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang 

melibatkan benda-benda atau materi yang melanggar kesusilaan atau bersifat 

porno (Pasal 281 - 283 KUHP). 

 

17 Idul Adnan, Reformulasi Pasal 284 Tentang Zina (Overspel) Kitab Undang Undang 
Hukum Pidana, Jurnal Stis Darusallam, 2021, hlm. 74-75. 
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2. Zina dan tindakan terkait yang termasuk perbuatan cabul dan hubungan 

seksual di luar perkawinan (Pasal 284 - 296 KUHP). 

3. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297 KUHP). 

4. Perbuatan yang berkaitan dengan pengobatan untuk menggugurkan 

kandungan (Pasal 299 KUHP). 

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan dalam KUHP meliputi 

perbuatan-perbuatan sebagai berikut : 

1. Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 

532-535). 

2. Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536- 539). 

3. Yang berhubungan dengan perbuatan tidak susila terhadap hewan (Pasal 

540, 541 dan 544). 

Pandangan tentang kesusilaan dalam hukum pidana dapat bervariasi 

tergantung pada sudut pandang individu dan budaya. Dua pandangan yang 

disampaikan oleh Wiryono Prodjodikoro dan Roeslan Saleh mencerminkan 

perbedaan dalam pemahaman tentang kesusilaan dalam hukum pidana. Menurut 

Wiryono Prodjodikoro, kesusilaan lebih terkait dengan norma-norma kesusilaan 

seksual. Dalam pandangan ini, pidana mengenai delik kesusilaan seharusnya hanya 

berlaku untuk perbuatan- perbuatan yang melanggar normanorma kesusilaan 

seksual. Ini berarti bahwa tindakan yang secara khusus merusak atau melanggar 

nilai-nilai dan norma- norma kesusilaan dalam konteks seksual dapat dianggap 

sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.18 Pandangan ini cenderung membatasi 

peran hukum pidana dalam mengatur aspek kesusilaan yang berhubung dengan 

seksualitas. 

Menurut pandangan Roeslan Saleh, menganggap bahwa kesusilaan harus 

lebih luas dan mencakup norma-norma perilaku yang berkaitkan dengan interaksi 

sosial dan pergaulan masyarakat secara umum. Dalam pandangan ini hukum pidana 

 

18 Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II), Alumni, Bandung, 
1982, hlm. 210. 
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dapat berlaku terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma 

seksualitas.19 Ini berarti hukum pidana dapat digunakan untuk mengatur perilaku 

yang dianggap tidak patut atau melanggar norma-norma sosial dan moral dalam 

masyarakat. 

Zina (overspelt) menurut KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh 

laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang 

bukan istri atau suaminya. Dengan kata lain pandangan hukum tentang zina 

(overspelt) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengacu 

pada Pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang 

dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan laki-laki atau 

perempuan yang bukan suami atau istrinya. 34 Namun, Pandangan dari Hoge Raad 

yang di kutip oleh Soerodibroto mengatakan bahwa hubungan seksual dengan orang 

lain tidak akan dianggap zina jika ada persetujuan dari suami atau istri artinya jika 

suami atau istri memberikan izin atau persetujuan untuk melakukan hubungan 

seksual dengan orang lain diluar pernikahan makan perbuatan tersebut tidak akan 

dianggap sebagai zina.20 

B. PERBANDINGAN IMPILIKASI TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KUHP 

LAMA DENGAN KUHP BARU 
Istilah perbandingan hukum di berbagai bahasa asing terdapat berbagai 

macam istilah diantaranya Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign 

Law (Bahasa Inggris), Vergleichende Rechtslehre (Bahasa Belanda), Droit Compare  

(Bahasa Prancis), dan Rechtsvergleichung atau Vergleichende (Bahasa Jerman).21 

Istilah perbandingan hukum di Indonesia ada yang menyebutkan dengan istilah 

hukum perbandingan pidana. Istilah hukum perbandingan pidana pernah 

digunakan oleh beberapa ahli hukum di Indonesia, tetapi saat ini jarang digunakan 

 

19 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
hlm. 292.,1996  

20 Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, PT Raja Grafindo Persa, Jakarta, hlm. 171.,1994. 
21 Sri Endah Wahyuningsih, Perbandingan Hukum Pidana Dalam Perspektif 

Religious Law System (Cetakan II), UNISSULA Press, 2013, hlm.1.  
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dan kurang populer. Salah satu alasan mungkin adalah kurangnya penjelasan yang 

memadai, baik dari segi etimologi maupun substansi ilmu hukumnya. Karena itu, 

istilah hukum perbandingan pidana tidak umum digunakan. Sebaliknya, istilah yang 

lebih dikenal di kalangan teoritikus hukum di Indonesia untuk merujuk pada konsep 

yang sama adalah perbandingan hukum pidana. Penggunaan istilah ini sejalan 

dengan istilah yang telah lama digunakan dalam bidang hukum perdata, yaitu 

perbandingan hukum perdata.22 

Perbandingan hukum merupakan kegiatan yang lazim dilakukan di setiap 

negara termasuk Indonesia, guna untuk memperbaharui peraturan perundang-

undangan agar selaras dengan perkembangan zaman. Pembentukan peraturan 

perundangundangan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, 

terutama dalam cabang kekuasaan legislatif yang memiliki fungsi legislasi. 

Berdasarkan daftar Program Legislasi Nasional Rancangan (Prolegnas) Rancangan 

Undang-Undang (RUU) Tahun 2020-2024, terdapat 248 RUU yang harus disahkan.23 

Pandangan Ole Lando, yang menyatakan bahwa perbandingan hukum 

mencakup analysis and comparison of the laws.24 Sehingga dapat dipahami bahwa 

perbandingan hukum adalah bagian integral dari ilmu hukum. Dalam konteks ini, 

perbandingan hukum tidak hanya melibatkan perbandingan antara hukum-hukum 

dari berbagai negara atau yurisdiksi, tetapi juga analisis mendalam terhadap hukum 

itu sendiri. Selaras dengan pendapat Soedarto, yang menganggap bahwa 

perbandingan hukum adalah cabang dari ilmu hukum dan oleh karena itu lebih tepat 

menggunakan istilah perbandingan hukum daripada hukum perbandingan.25 

 

22 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan ke II. Cikutra Baru, 
Bandung, 2000, hlm.7. 

23 Fitrah, F. A. Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan 
terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, 
2(2), 122- 137.,2021. 

24 Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, 1979, hlm.20. 
25 Romli Atmasasmita, Op. Cit., hlm. 11. 
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Menurut pandangan W.L.G. Lemaire dalam bukunya Het Recht in Indonesia, 

perbandingan hukum dianggap sebagai cabang ilmu pengetahuan dan juga sebagai 

metode perbandingan. Dalam kerangka ini, perbandingan hukum mencakup analisis 

isi dari kaidah-kaidah hukum, identifikasi persamaan dan perbedaannya, 

penyelidikan sebabnya, serta pemeriksaan dasar-dasar kemasyarakatannya.26 

Dalam konsep ini, perbandingan hukum tidak hanya sebagai alat atau metode untuk 

membandingkan hukum dari berbagai negara atau yurisdiksi, tetapi juga sebagai 

sebuah cabang ilmu yang melibatkan penelitian mendalam dan pemahaman tentang 

hukum tersebut. Pendekatan ini menekankan bahwa perbandingan hukum bukan 

hanya sekedar alat analisis, tetapi juga merupakan bidang ilmu yang memiliki nilai 

penting dalam memahami hukum di berbagai konteks. 

Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing diterjemahkan 

comparative law menurut Rudlof B, Schlesinger mengatakan bahwa perbandingan 

hukum adalah metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan 

yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah 

perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, 

merupakan teknik untuk mengahadapi unsur dari suatu masalah hukum. Berbeda 

dengan winerton, bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metoda yaitu 

perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data 

sistem hukum yang dibandingkan.27 

Perbandingan hukum merupakan kegiatan yang lazim dilakukan di setiap 

negara termasuk Indonesia, guna untuk memperbaharui peraturan 

perundangundangan agar selaras dengan perkembangan zaman. Pembentukan 

peraturan perundangundangan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus 

menerus, terutama dalam cabang kekuasaan legislatif yang memiliki fungsi legislasi. 

 

26 L.J.Van Apeldoorn,Pengantar Ilmu Hukum; Terjemahan Soepomo, Pradjna 
Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 9. 

27 Trisna Ayu Wulandari, ”Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Pra 
Peradilan Menurut KUHAP Dengan Sistem Recht Commisaris Menurut Hukum Acara Pidana 
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Berdasarkan daftar Program Legislasi Nasional Rancangan (Prolegnas) Rancangan 

Undang-Undang (RUU) Tahun 2020-2024, terdapat 248 RUU yang harus disahkan.28 

Menurut Randall tujuan perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan 

berbagai informasi mengenai hukum asing, mendalami pengalaman-pengalaman 

yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaharuan hukum.29 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Van Apeldoorn menjelaskan bahwa 

tujuan praktis dari studi perbandingan hukum adalah sebagai alat untuk 

menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan melakukan pembaharuan dalam 

sistem hukum nasional. Selain itu, studi perbandingan hukum juga bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan tentang berbagai peraturan dan pemikiran hukum 

kepada mereka yang bertanggung jawab dalam pembentukan undang-undang dan 

para hakim. Sedangkan Menurut J.F. Nijboer, terdapat empat tujuan dalam 

mempelajari perbandingan hukum.30 

a. Tujuan Ilmu Pengetahuan: Ini mencakup aspek doktrin yuridis dan berbagai 

ilmu pengetahuan hukum pidana lainnya seperti kriminologi, sejarah hukum 

pidana, sosiologi, dan antropologi, dengan melakukan perbandingan dengan 

hukum di luar negeri. 

b. Tujuan Politik Hukum ini mencakup usaha untuk menciptakan undang-indang 

yang lebih baik kebijakan yang lebih baik keputusan hakim yang lebih baik 

meningkatkan kerja sama internasional serta mengembangkan kerja sama 

dalam hal hukum. 

c. Tujuan Praktis ini melibatkan pembaruan peningkatkan kerja sama 

internasional serta menghasilkan ide-ide dan pandangan yang dapat diterapkan 

dalam praktik hukum. 

 

28 Lukito, R.“Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di 
Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, 5(2), 257-291.2022. 

29 Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum Bandung : Refika Aditama,2007, hlm.19. 
30 Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Edisi ketiga, Sinar 

Grafika, Jakarta,2008, hlm. 5-6. 
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d. Tujuan Didaktik perbandingan hukum digunakan sebagai alat untuk 

pembelajaran, diskusi, perjalanan,membaca dan menulis dalam ilmu hukum. 

 

4. Kesimpulan  
Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP baru mengalami 

perluasan signifikan dibanding KUHP lama. Jika KUHP lama (Pasal 284) hanya 

mengatur perzinahan oleh pihak yang terikat perkawinan sebagai delik aduan 

terbatas, KUHP baru (Pasal 411) memperluas cakupan pada semua hubungan 

seksual di luar perkawinan, baik dilakukan oleh yang sudah menikah maupun 

belum. Hal ini mencerminkan pergeseran orientasi hukum pidana untuk lebih 

menekankan perlindungan moral publik dan kesusilaan. Namun, perluasan ini juga 

meningkatkan intervensi negara dalam ranah privat, memperbesar ancaman 

pidana, dan membuka potensi konflik dengan hak atas privasi individu. Dalam KUHP 

baru memberikan perluasan dan penegasan hukum atas tindak pidana perzinahan 

yang lebih kontekstual dengan nilai masyarakat Indonesia saat ini. 

SARAN  

1. Aparat penegak hukum supaya dalam penanganan kasus ini tidak pilih kasih 

sehingga aturan hukum itu bisa dijatuhkan sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku dan pembuat pihak legislatif atau Undang-Undang diharapkan lebih 

spesifik nilai-nilai norma yang hidup dalam masyarakat. 

2. Pelaku perzinahan diharapkan memahami bahwa perbuatan tersebut bukan 

hanya bertentangan norma hukum tetapi juga norma agama dan sosial dimana 

perbuatannya ditanggung jawabannya. 
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